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URGENSI PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN 

 
❖ HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  

Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya 
adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang 
berkepribadian indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai 
tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seseorang sarjana atau professional 
sebagai bagian dari masyarakat indonesia, memiliki kepribadian indonesia, 
memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air indonesia. 
Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (Smart 
and God Citizen) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang 
demokratis  

Dalam bab awal ini akan membahas secara singkat dan sistematis 
mengenai konsepsi dasar Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan 
dengan berorientasi pada beberapa konsep dasar. Pendidikan 
kewarganegaraan dalam perkembangan nya dewasa ini sangat bersifat 
sentral hal ini dikarenakan tujuan paling substansial dari pendidikan 
kewarganegaraan salah satu nya ialah senantiasa dapat menelusuri konsep 
dan urgensinya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian 
menggali pula sumber historis, sosiologis, dan politis dalam pendidikan 
kewarganegaraan, lalu berusaha untuk mendeskripsikan esensi dan urgensi 
pendidikan kewarganegaraan kelak di masa depan.  
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IDENTITAS NASIONAL  
DAN INTEGRASI BANGSA  

 
A. PENDAHULUAN  

Dalam menjalani kehidupannya manusia tidak memenuhi kebutuhan 
Tuhannya sendiri, manusia sebagai individu akan senantiasa membutuhkan 
individu lain dan selanjutnya hidup secara berkelompok. Aristoteles 
seorang filosof yunani mengatakan bahwa manusia adalah zoon politicon, 
yang artinya manusia adalah makhluk yang berkelompok.  

Kelompok – kelompok hidup manusia di mulai dari lingkungan terkecil 
yakni keluarga. Selanjutnya mereka membentuk kelompok yang lebih besar 
lagi seperti suku, masyarakat dan bangsa. Bangsa adalah bentuk dari 
persekutuan hidup manusia. Ciri khas sebuah bangsa merupakan identitas 
dari bangsa yang bersangkutan. Identitas – identitas yang disepakati dan 
diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional. Identitas nasional 
dibutuhkan agar menjadi pengikat sekaligus pembela dengan bangsa 
lainnya. Selain identitas, bangsa yang telah hidup bernegara memerlukan 
integrase guna menjamin dan mempertahankan kesatuannya. Suatu negara 
yang mampu mengintegrasikan segenap komponen atau unsur yang ada 
dalam wilayah negara yang bersangkutan, akan mampu mempertahankan 
hidup dan kelangsungan kehidupannya. Sebaliknya suatu negara yang tidak 
mampu mengintergrasikan dirinya akan pecah atau berakhir kehidupan 
negara bersangkutan.  
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UNDANG – UNDANG NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 1945 MENJADI LANDASAN 
FUNDAMENTAL KONSTITUSI SECARA GLOBAL  

 
A. DASAR PEMIKIRAN  

Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara, suatu negara tidak 
dapat eksis tampa adanya pemerintah, karena pemerintah pada 
hakekatnya adalah kekuasaan yang terorganisir (C, 2010). Oleh karena itu 
pemerintah adalah sesuatu organisasi yang diberikan hak untuk 
melaksanakan kekuasaan kedaulatan (Soehino, 2008) . indonesia sebagai 
negara kesatuan yang berkedaulatan, memiliki konsep kedaulatan sendiri. 
Konsep kedaulatan indonesia itu adalah kedaulatan Tuhan (sovereignty of 
God), kedaulatan hukum (sovereignty of law), dan kedaulatan rakyat 
(People sovereignty), menurut Jimly Ashiddiqe (Ashiddiqe, 2007) lebih 
lanjut dikatakan bahwa dalam segi internal dapat dikatakan bahwa Undang 
– Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur paham 
kedaulatan yang unik karena menggabungkan konsep kedaulatan Rakyat. 
Kedaulatan Rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan secara 
sekaligus 

Undang – undang dasar Kesatuan Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang telah memuat tujuan, dasar negara dan sekaligus menjadi dasar 
hukum bagi pembentukan peraturan Perundang – undangan dibawahnya. 
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KAJIAN UUD 1945 SERTA DINAMIKANYA  
 

A. DASAR PEMIKIRAN  
Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber acuan dan inspirasi kegiatan 

politik dan hukum bangsa Indonesia. Ia merupakan hard core untuk menata 
ketatanegaraan Indonesia, segala sesuatunya berasal dan kembali 
kepadanya. Bab ini lebih membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung 
didalamnya, Pertama nilai instrumental sebagai nilai politik yaitu nilai 
kebebasan, perdamaian dan keadilan. Kedua, nilai intrinsik sebagai nilai 
hukum yaitu nilai religi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. 
Esensi nilai Pembukaan UUD 1945 di bidang politik adalah bagaimana 
memperlakukan manusia sebagai manusia dalam kehidupan bersama, di 
bidang hukum bagaimana seharusnya manusia diperlakukan sebagai 
manusia sesuai dengan martabatnya oleh negara. Untuk itu bagi 
penyelenggara kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
dipersyaratkan menghayati nilai instrumental dan intrinsik sebagai 
landasan moral dan intelektualitasnya. (Zulfirman, 2018) 

Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme mengandung gagasan 
bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat 
dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa 
kekuasaan yang diselenggarakan tidak disalahgunakan oleh pihak yang 
mendapat tugas untuk memerintah. (Marzuki, 2010) 
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KEWAJIBAN DAN HAK WARGA NEGARA  
 

A. DASAR PEMIKIRAN  
Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak. Yang tampak adalah unsur 

– unsur negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu 
unsur dari suatu negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di suatu wilayah 
atau negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara 
adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki 
hubungannya dengan negaranya. Hubungan itu lazim disebut 
kewarganegaraan. Kedudukan nya sebagai warga negara menciptakan 
hubungan nya berupa (status) identitas, partisipasi, nilai bersama dan 
mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.  

Seorang menjadi warga negara karena ia menjadi anggota dari negara 
yang bersangkutan ketika di masa lalu hidup bernegara belum ada, individu 
telah menjadi warga dari sebuah komunitas, apakah anggota keluarga, 
marga, suku atau bangsa ketika komunitas politik negara didirikan, maka 
individu-individu yang terikat di dalamnya memasuki status baru sebagai 
warga negara.    

Pemahaman yang baik mengenai hubungan antara warga negara 
dengan negara sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang 
harmonis, konstruktif, produktif dan demokratis, hubungan itu berupa hak 
dan kewajiban. Pada akhirnya hubungan yang baik antara warga dan negara 
dapat menciptakan keberlangsungan kehidupan negara yang baik dan 
efektif. 
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HAK ASASI MANUSIA (HAM) 
 

A. PENDAHULUAN  
Sebagaimana demokrasi penegakan Hak asasi manusia (HAM) 

merupakan unsur penting untuk mewujudkan sebuah negara yang 
berkeadaban (civilized nation). Demokrasi dan HAM ibarat dua sisi mata 
uang yang saling menopang satu sama lain. Jika dua unsur ini berjalan 
dengan baik, pada akhirnya akan lahir masyarakat madani yang demokratis, 
egaliter, dan peduli HAM. Lalu pada pembahasan ini pun anda akan 
menelaah lebih jauh mengenai berbagai pengertian serta dinamika hak 
asasi manusia. Serta dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang 
dimiliki oleh setiap manusia secara kodrati.    

Pada bab ini akan dibahas unsur – unsur yang ada kaitannya dengan hak 
asasi manusia HAM dengan meliputi beberapa konsep dasar pembahasan 
yang meliputi beberapa sub materi, yang akan menjadi objek material di 
dalam pembahasan nya. Sehingga di akhir pembahasan anda diharapkan 
dapat:  

 Memahami analisis mengenai konsep dasar HAM  
 Memahami pula konteks perkembangan HAM di Eropa maupun dalam 

negeri  
 Memahami pula bentuk-bentuk HAM.  
 Mengetahui serta meningkatkan rasa ingin tahu model – model 

pelanggaran HAM  
 Memahami nilai-nilai universalitas dan local HAM  
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PARADIGMA DEMOKRASI  
DI INDONESIA SERTA DINAMIKANYA 

 
A. PENDAHULUAN  

Di indonesia telah banyak menganut system pemerintahan pada 
awalnya. Akan tetapi, semua system pemerintahan, yang masih bertahan 
mulai dari masa reformasi 1998 sampai sekarang ini yaitu system 
Pemerintahan Demokrasi. Walaupun masih ada beberapa kekurangan dari 
sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya system 
demokrasi indonesia yang artinya kebebasan Pers telah menempati ruang 
yang seluas – luasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan 
pendapat dan aspirasi nya masing – masing.  

Demokrasi adalah sebuah kata yang begitu sering diucapkan, akan 
tetapi makin banyak dibahas semakin terasa sulit untuk memberikan 
contoh mengenai negara yang memenuhi tatanan demokrasi secara 
sempurna, Di indonesia, pencarian demokrasi terus digelar, baik secara 
praktik dalam system politik maupun dalam kajian akademik. Dalam kajian 
akademik sejumlah makalah dikupas serta dibahas secara habus habisan 
dalam seminar seminar. Selain itu, dalam sejumlah buku, artikel, pidato 
para pakar dan politisi, sudah juga diterbitkan dalam jurnal ilmiah, dan 
beberapa mass media (surat kabar dan majalah). Namun berbeda dengan 
negara – negara berkembang lainnya semakin maraknya perbincangan 
mengenai system demokrasi di indonesia bukan karena bangsa atau 
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SISTEM HUKUM DAN  
PENEGAKAN HUKUM 

 
A. PENDAHULUAN  

Sistem hukum yang berlaku setiap masyarakat memiliki ciri dan 
karakter khas masing-masing. Cara berhukum tersebut melahirkan tradisi 
atau sistem hukum yang berbeda, seperti sistem eropa kontinental, anglo 
saxon sistem hukum Pancasila. Sistem eropa kontinental menjadikan aturan 
tertulis yang terkodifikasi secara sistematik sebagai sumber primer, 
sedangkan sistem anglo saxon menempatkan putusan hakim sebagai 
sumber primernya. Sistem hukum Pancasila bersifat prismatik yakni sistem 
yang memadukan semua hal yang baik-baik dari semua sistem yang ada. 
Sistem hukum Pancasila merupakan peleburan yang baik-baik dari 
beberapa sistem, baik eropa kontinental, anglo saxon, dan sistem lainnya. 
(Dainow, 1966/1967). 

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan 
antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau 
tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung 
beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Secara 
umum sistem hukum dibagi menjadi dua yaitu Eropa Kontinental (civil law 
system) dan Angglo Saxon (comman law system). Civil law system adalah 
bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil 
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GEOPOLITIK DAN  
WAWASAN NUSANTARA 

 
A. PENDAHULUAN  

Cara bagaimana suatu bangsa memandang tanah air beserta 
lingkungannya menghasilkan wawasan nasional wawasan nasional itu 
selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuannya. 
Namun tidak setiap bangsa memiliki wawasan nasional Inggris adalah salah 
satu contoh bangsa yang memiliki wawasan nasional yang berbunyi 
‘’Brittain rulles the waves’’. Ini berarti tanah inggris bukan hanya sebatas 
pulaunya, tetapi juga lautnya. Sedangkan bangsa indonesia memiliki 
wawasan nasional yaitu wawasan nusantara.  

Apakah wawasan nusantara itu? secara konsepsional wawasan 
nusantara (wasatra) merupakan wawasan nasionalnya bangsa indonesia. 
Perumusan wawasan nasional bangsa indonesia yang selanjutnya disebut. 
Wawasan nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam 
ketatanegaraan Republik Indonesia.  

Sebagai wawasan nasional bangsa indonesia maka wilayah indonesia 
yang terdiri dari daratan, laut dan udara diatasnya dipandang sebagai ruang 
hidup yang satu atau utuh wawasan nusantara sebagai wawasan nasional 
nya bangsa indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. 
Pandangan bangsa indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan 
tempat tinggalnya menghasilkan komponen wawasan nusantara. Jadi 
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